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BAB IV 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap perbandingan analisis pidana 

mati dalam Penal Code Indonesia, Malaysia, Singapura, Vietnam, Myanmar, 

Thailand, Laos, dan Brunei Darussalam, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu: 

1. Perbedaan stelsel pidana mati dalam Penal Code Indonesia, Malaysia, 

Singapura, Vietnam, Myanmar, Thailand, Laos, dan Brunei Darussalam, 

yaitu mengenai bentuk-bentuk kejahatan yang diancam dengan pidana 

mati, cara perumusan pidana mati, batas-batas penjatuhan pidana mati, 

cara penjatuhan pidana mati, begitu juga mengenai pengurangan, 

penambahan, dan pengecualian penjatuhan pidana mati. 

2. Persamaan stelsel pidana mati dalam Penal Code Indonesia, Malaysia, 

Singapura, Vietnam, Myanmar, Thailand, Laos, dan Brunei Darussalam, 

yaitu pidana mati dijadikan sebagai sarana penghukuman untuk kejahatan 

yang bersifat serius seperti penghilangan hak hidup seseorang atau 

kejahatan serius lainnya, yang mencerminkan bahwa pidana mati sebagai 

pendekatan keras dalam menanggulangi tindak pidana, serta diancam 

dalam tiga jenis bentuk formulasi perumusan, yaitu tunggal, alternatif, dan 

kumulatif. 

B. Saran 

Berdasarkan simpulan penelitian, saran yang diajukan berkaitan 

dengan pengaturan pidana mati, ialah negara-negara anggota ASEAN 

(Indonesia, Malaysia, Singapura, Vietnam, Myanmar, Thailand, Laos, dan 
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Brunei Darussalam) yang masih memberlakukan hukuman mati dapat 

mempertimbangkan untuk menetapkan moratorium atau penangguhan 

pelaksanaan hukuman mati. Tujuan dari moratorium ini adalah untuk 

menghapuskan hukuman mati di masa mendatang. Langkah moratorium 

hukuman mati ini sejalan dengan kecenderungan global saat ini yang menuju 

penghapusan hukuman mati (abolisi). Hal ini juga sebagai perwujudan 

menghargai salah satu prinsip Hak Asasi Manusia yaitu Hak Hidup bagi setiap 

orang. 
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